VRS

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.26 /2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran

pelaksanaan berbagai kegiatan partai politik hasil
Pemilihan Umum 2024 yang mendapatkan kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
memberikan dukungan dana berupa bantuan
keuangan untuk melaksanakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh partai politik serta guna
menunjang kelancaran dan tertib administrasi dalam
pengelolaan dan  pertanggungjawaban  bantuan
keuangan kepada partai politik dimaksud;

. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun
2024 tentang Penetapan Calon Terpillih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan
Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkannya
dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
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-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Xeuangan
kepada Partai Polittk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
‘diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

25

MEMUTUSKAN:

Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Bantuan Keuangan akan  direalisasikan setelah
permohonan yang disampaikan memenuhi persyaratan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU diwajibkan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pada
tahun sebelumnya kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

AKMAL MALIK

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

b

. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan

Timur; dan

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009
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